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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan yang dilakukan oleh Unit PPA terhadap tindak pidana kekerasan terhadap anak dan upaya-upaya yang dilakukan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif, kemudian disajikan secara deskriptif. Tipe penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang dilaksanakan di Unit PPA. Data yang diperoleh adalah data primer dengan menggunakan teknik wawancara dengan Kepala Unit PPA. Hasil penelitian yang diperoleh adalah 1) Pelaksanaan pelayanan yang dilakukan oleh Unit PPA terhadap tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga adalah melakukan pelayanan dengan tetap memperhatikan tata cara dan pedoman pelayanan yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan dilaksanakan dengan prinsip penegakan hukum secara terpadu. 2) Upaya-upaya yang dilakukan oleh Unit PPA dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga adalah dengan upaya pre-emtif yaitu dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat terhadap bahaya-bahaya yang ditimbulkan akibat dari KDRT. Upaya selanjutnya adalah upaya preventif dengan cara pengawasan dan pencegahan dengan melakukan patroli pada siang hari dan pada malam hari dan melakukan pendataan, dan upaya terakhir adalah upaya represif dengan cara berupa penegakan hukum yang terkait dengan tindak pidana penganiayaan atau KDRT. 

Kata Kunci : Anak; Unit PPA; Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
ABSTRACT
This study aims to determine the implementation of services carried out by the PPA Unit against criminal acts of violence against children and the efforts made. The data obtained were analyzed qualitatively using a deductive method, then presented descriptively. This type of research uses empirical legal research methods carried out in the PPA Unit. The data obtained are primary data using interview techniques with the Head of the PPA Unit. The results obtained are 1) The implementation of services carried out by the PPA Unit against criminal acts of violence against children in the household is to provide services while still paying attention to service procedures and guidelines that are in accordance with applicable legal rules and implemented with integrated law enforcement principles. 2) The efforts made by the PPA Unit in tackling criminal acts of violence against children in the household are pre-emptive efforts, namely by providing socialization to the community about the dangers caused by domestic violence. The next effort is preventive efforts by means of supervision and prevention by conducting patrols during the day and at night and collecting data, and the last effort is repressive efforts by means of law enforcement related to criminal acts of persecution or domestic violence.
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PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah
Rumah tangga adalah suatu kelompok masyarakat terkecil yang biasanya terdiri atas Ayah, Ibu dan anak. Dalam membangun suatu rumah tangga dengan cara perkawinan merupakan salah satu hak pribadi setiap warga negara yang telah dijamin dalam konstitusi, yakni pada Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang berbunyi “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”
 Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yaitu bunyi pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa hasil akhir perkawinan yang menjadi impian setiap pasangan adalah membangun suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal. Rumah tangga yang kekal identik dengan adanya keharmonisan dan keutuhan dalam rumah tangga yang akan menjadikan ikatan perkawinan tersebut kuat sehingga tidak terjadi pertengkaran, perselisihan, perpecahan, ataupun kekerasan dalam suatu rumah tangga. Rumah tangga yang bahagia ditandai dengan adanya rasa saling mencintai dan mengasihi antar anggota keluarga, adanya kerukunan antar anggota keluarga, dan adanya kehangatan dalam kehidupan rumah tangga.
Kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap seseorang terutama perempuan, yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan yang melawan hukum. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga bukanlah hal yang baru. Dalam ruang lingkup rumah tangga seringkali tindak kekerasan ini disebut hidden crime (kekerasan yang tersembunyi), karena pelaku dan korban berusaha menyembunyikan hal tersebut dari pandangan umum. Namun, bukan hanya perempuan yang bisa jadi korban kekerasan dalam rumah tangga, anak pun bisa jadi sasaran empuk pelampiasan amarah jika terjadi perkelahian antara suami dan istri. Sehingga tindak pidana kekerasan terhadap anak juga masuk dalam ranah kekerasan dalam rumah tangga. Apabila kualitas perilaku dan pengendalian diri dari masing-masing personal tidak dapat dikontrol maka keharmonisan dan keutuhan rumah tangga dapat terganggu. Akibatnya yaitu timbulnya ketidakmampunan mengontrol dan mengendalikan diri yaitu berupa amarah dan pertengkaran yang dapat berujung pada tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Maka dari itu untuk terwujudnya keharmonisan dan keutuhan rumah tangga sangat tergantung pada setiap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga yang terutama berkaitan dengan kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Selama ini perempuan (istri) lah yang seringkali harus menanggung penderitaan akibat kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Mannheim bahwa “Perempuan cenderung lebih sering menjadi korban kekerasan daripada laki-laki atau yang disebut dengan istilah latent victim.”

Dengan meningkatnya kesejahteraan sosial menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan suatu daerah yang artinya permasalahan-permasalahan sosial yang ada di masyarakat dapat diatasi dengan baik. Akan tetapi, pemerintah daerah terkadang mengabaikan permasalahan sosial yang lebih bersifat personal padahal hal tersebut sangatlah penting karena menyangkut harkat dan martabat seseorang. Dalam perkembangannya, persoalan kekerasan seksual tidaklah bersifat personal dan berdiri sendiri, melainkan merupakan masalah sosial yang mempunyai banyak aspek dan faktor yang melingkupinya.
 Permasalahan sosial mengenai anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual seakan tertutupi dari publik karena masih minimnya kepedulian dan rendahnya pengetahuan tentang kekerasan seksual.

Menurut Tri Arjany, ada dua faktor yang menyebabkan orang tua melakukan kekerasan terhadap anaknya, yaitu: 

1. Faktor Internal, yaitu faktor dari dalam diri si pelaku kekerasan anak yaitu faktor ekonomi dan faktor status orangtua tidak kandung. 

2. Faktor Eksternal, yaitu faktor yang memacu si pelaku kekerasan anak yaitu karena kelakuan anak itu sendiri.

Tetapi pada kenyataannya masih ada perempuan korban KDRT yang berusaha menyembunyikan masalah kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya karena merasa malu pada lingkungan sosial dan tidak ingin dianggap gagal dalam berumah tangga. Rena Yulia mengemukakan bahwa:
“Pola pikir yang menganggap bahwa apa yang terjadi dalam keluarga, sekalipun itu perbuatan kekerasan, sepenuhnya merupakan permasalahan rumah tangga pribadi seringkali menjadikan korban enggan mengadukan kekerasan yang telah menimpanya.” 

Begitu pula dengan anak yang menjadi korban KDRT yang enggan melaporkan kekerasan yang diterimanya karena ketakutan terhadap orang tuanya, ataukah ketidaktahuan anak yang harus melapor kemana jika mendapatkan kekerasan tersebut, belum lagi trauma yang diperoleh dari tindak pidana kekerasan tersebut tambah membuat anak diam seribu bahasa. Sehingga membutuhkan penanganan khusus terkait tindak pidana KDRT.

Dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 sebagai perubahan undang-undang sebelumnya tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
 Melihat hal diatas maka, sebagai golongan rentan seharusnya anak-anak lebih dilindungi di dalam masyarakat namun yang terjadi mereka dijadikan korban produktif bagi para pelaku penyimpangan seksual yang biasanya dilakukan oleh orang-orang di sekitaran korban karena peluangnya sangat tinggi. 
Faktor yang mempengaruhi peningkatan kekerasan seksual anak yaitu: Kemajuan teknologi yang negatif sehingga membawa kemudahan akses pornografi dan rendahnya kualitas perilaku sosial masyarakat menjadi faktor peningkatan jumlah kekerasan seksual anak. Kekerasan seksual yang terjadi di dalam keluarga maupun jalanan, yang terjadi di Indonesia dan di luar negeri itu mempunyai pola yang sama, yakni orang-orang yang terlibat dalam tindakan kejahatan/kekerasan itu baik pelaku maupun korbannya memiliki latar belakang ekonomi kelas menengah ke bawah.
 Sehingga kasus permasalahan sosial kekerasan seksual pada anak di Indonesia semakin hari mengalami peningkatan, tidak hanya di perkotaan saja namun sudah melebar ke area pedesaan. Akan tetapi, semakin bertambahnya jaman tidak jarang yang menjadi korban dan pelakunya dari ekonomi kelas menengah hingga ke atas. Oleh sebab itu peningkatan angka kekerasan seksual di Indonesia, Pemerintah Pusat mengambil langkah kebijakan untuk penyelesaian permasalahan sosial ini. Diresmikannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang lalu di perbaharui di Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 menjadi langkah awal dalam penuntusan permasalahan kekerasan seksual anak yang ada di Indonesia. Undang-undang perlindungan tentang anak mengatur tentang segala jenis permasalahan sosial dan hukum anak, tata cara pendampingan dan keterlibatan seluruh perangkat daerah dalam mensukseskan tujuan dari undang-undang tersebut.
Peraturan yang paling mendasar adalah dibentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak sebagai lembaga pemerintah yang secara khusus sebagai tempat pendampingan terhadap anak-anak dan perempuan yang mengalami permasalahan sosial utamanya mengenai pelanggaran hak asasi atau kekerasan misalnya: kekerasan seksual, penelantaran, perdagangan manusia, hingga kekerasan dalam rumah tangga. Keputusan mengenai pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak ini tercantum pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu, dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa pembentukan dan pengembangan pusat layanan terpadu merupakan kewajiban dan tugas masing-masing daerah termasuk di dalamnya penguatan kelembagaan dan pemenuhan sarana dan prasaran operasional yang berkaitan. 
Dalam hal penindakan tindak pidana KDRT kepolisian menjadi garda terdepan untuk menangani kasus KDRT. Perlindungan terhadap korban KDRT dilaksanakan oleh polisi bagian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) yang dibentuk berdasarkan Perkapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA). Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa Unit PPA bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Dengan demikian, pelaksanannya juga mengacu pada Perkapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus yang menyebutkan tugas Unit PPA dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak korban tindak pidana. 
Rumusan Masalah

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan yang dilakukan oleh Unit PPA terhadap tindak pidana kekerasan terhadap anak.

2. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh Unit PPA dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan terhadap anak.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan atau menggambarkan permasalahan yang diteliti dengan menggunakan uraian narasi. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan desain penelitian dengan tipe penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang dilaksanakan di Unit PPA. Data yang diperoleh adalah data primer dengan menggunakan teknik wawancara dengan Kepala Unit PPA. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif, kemudian disajikan secara deskriptif. Teknik pengumpulan yang pakai dalam penelitian ini adalah dengan wawancara mendalam dengan narasumber, studi kepustakaan, dan observasi. Dalam pengumpulan bahan hukum yaitu dari studi pustaka, dokumen dan arsip. 
PEMBAHASAN
Teori Perlindungan Hukum 
Menurut Sajipto Raharjo dalam Salim mengatakan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
 Sedangkan menurut Maria Theresia yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan memberlakukan hukum negara secara eksklusif dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang.
 Perlindungan hukum dapat didefinisikan bahwa teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya. Adapun unsur-unsur yang tercantum dalam definisi teori perlindungan hukum yaitu:

a. Adanya wujud atau bentuk perlindungan dan tujuan perlindungan. 

b. Subjek hukum. 

c. Objek perlindungan hukum.

Tujuan perlindungan yang diberikan kepada subjek dan objek perlindungannya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menjadi tujuan perlindungan terhadap anak yaitu untuk menjamin terpenuhinya: 

a. Hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. 

b. Mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.
Teori Kepastian Hukum 
Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya”, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut: 

a. Asas kepastian hukum (rechtmatigheid). Asas ini meninjau dari sudut yuridis. 

b. Asas keadilan hukum (gerectigheit). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. 

c. Asas kemanfaatan hukum (zwechmatigheid atau doelmatigheid atau utility).
 
TINDAK PIDANA

Pengertian Tindak Pidana
Tindak pidana dalam Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu “strafbaar feit”. Pembentuk undang-undang menggunakan kata “strafbaar feit” untuk menyebut apa yang di kenal sebagai “tindak pidana” tetapi dalam Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “strafbaar feit”.

Berikut ini merupakan beberapa pendapat ahli hukum pidana yang juga mengutarakan pendapatnya terkait istilah “strafbaar feit”, antara lain:

a. Moeljatno, menggunakan istilah perbuatan pidana sebagai berikut “suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dalam perbuatan itu diingat bahwa larangan yang ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan kejadian itu. kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang”.
 

b. Vos mengemukakan bahwa “suatu strafbaar feit itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.” 
 

c. Van Hamel mengemukakan bahwa “Perilaku seseorang yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (strafwaardig) dan dilakukan dengan kesalahan.” 

d. S.R. Sianturi mengemukakan Tindak Pidana sebagai berikut “Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada,waktu, tempat, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab)”.

Dari pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dapat bertanggungjawab yang mana perbuatan tersebut melangggar apa yang dilarang, diatur atau diperintahkan oleh undang-undang dan diberi sanksi berupa sanksi pidana. 
Unsur-Unsur Tindak Pidana
Pada umumnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia) menurut Moeljatno. 
 Adapun menurut Andi Sofyan dan Nur Azisa menjelaskan bahwa unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Tindak pidana itu terdiri dari unsur-unsur yang dapat dibedakan atas unsur yang bersifat obyektif dan unsur yang bersifat subyektif”.

“Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, sedangkan dalam buku III KUHP memuat pelanggaran. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu: 

a) Unsur tingkah laku; 

b) Unsur kesalahan; 

c) Unsur melawan hukum; 

d) Unsur akibat konstitutif; 

e) Unsur keadaan yang menyertai; 

f) Unsur objek hukum tindak pidana; 
g) Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana; 

h) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana; 

i) Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana;
j) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana; 
k) Unsur syarat tambahan unsur memperingan pidana. Oleh sebab itu unsur-unsur tindak pidana terdiri dari : 
· Merupakan perbuatan manusia; 

· Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil); dan 

· Perbuatan manusia tersebut melawan hukum yang berlaku (syarat materiil).” 

Jenis-Jenis Tindak Pidana
Amir Ilyas menyatakan bahwa “membagi kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu atau mengklasifikasikan dapat beraneka ragam sesuai dengan kehendak yang mengklasifikasikan, menurut dasar apa yang diinginkan, demikian pula halnya dengan jenis-jenis tindak pidana. KUHPidana telah mengklasifikasikan tindak pidana ke dalam 2 (dua) kelompok besar, yaitu dalam buku kedua dan ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran”.
a. “Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III; 

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dibandingkan kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan dengan ancaman pidana penjara. 

Bentuk lain untuk membedakan antara kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan merupakan suatu perilaku yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara pasti, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan in abstracto saja. Secara kuantitatif pembuat Undang-undang membedakan perilaku kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut : 

1) Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia yang melakukan perilaku kejahatan di luar negeri yang digolongkan sebagai bentuk pelanggaran di Indonesia, maka di pandang tidak perlu dituntut;

2) Percobaan dan membantu melakukan kejahatan pelanggaran tidak dipidana; 
3) Pada pemidanaan atau pemidanaan terhadap anak di bawah umur tergantung apakah itu kejahatan atau pelanggaran;”
b. “Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif dan dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif disebut juga tindak pidana omisi; 
Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.

Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif. Tindak pidana pasif ada 2 (dua), yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif.
c. “Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus; 
Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan Buku III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terapat diluar kodifikasi KUHP. Dalam hal ini sebagaimana mata kuliah pada umumnya pembedaan ini dikenal dengan istilah delik-delik di dalam KUHP dan delik-delik diluar KUHP.”
d. “Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan; 
Sistematika pengelompokan tindak pidana bab perbab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini maka dapat disebutkan misalnya dalam Buku II KUHP. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan Negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan Negara (Bab I KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum, dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti pencurian (Bab XXII KUHP), penggelapan (Bab XXIV KUHP), pemerasan dan pengancaman (Bab XXIII KUHP), dan seterusnya”.
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia 
Kepolisian Negara Republik Indonesia (disingkat Polri) menurut Wikipedia adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mempunyai moto Rastra Sewakotama yang artinya Abdi Utama bagi Nusa Bangsa. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 
Sedangkan didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 5 ayat (1) mengatakan bahwa: 

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan rnemberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas : 

1) “Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan”; 

2) “membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangundangan”; 

3) “menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan”; 

4) “melakukan pelayanan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”; 
5)  “turut serta dalam pembinaan hukum nasional”; 

6) “memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum”;
7) “melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa”; 
8)  “menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian”; 
9) “melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”; 
10) “melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang”; 
11) “memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta” 
12) “melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangundangan”. 

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA)
Pengertian Unit PPA 
Dalam PERKAPOLRI Nomor 10 Tahun 2007 dijelaskan bahwa “Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat unit PPA adalah Unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya”. 
 Kerja sama dengan Unit PPA Polri dilakukan di bawah kendali Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di setiap daerah. Unit PPA merupakan unit kerja dibawah fungsi Sat Reskrim yang bertugas untuk menangani laporan kejadian tindak pidana dari masyarakat. Selain penanganan terhadap laporan tindak pidana umum, Unit Sidik V PPA mengkhususkan diri dalam penanganan tindak pidana khusus yang berhubungan dengan tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak.
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Unit PPA 
Pelayanan terhadap perempuan dan anak sebelumnya ditangani di Ruang Pemeriksaan Khusus (RPK) yang didirikan pada tahun 1999. Dalam PERKAPOLRI Nomor 10 Tahun 2007 dijelaskan bahwa “Unit PPA adalah unsur pelayanan dan pelaksana staf yang berkedudukan di bawah Dir l/Kam dan Trannas Bareskrim Polri, Kasat Opsnal Dit Reskrim Um Polda Metro Jaya, Kasat Opsnal Dit Reskrim Polda dan Kasat Reskrim Polres”. 
 Sedangkan Berdasarkan Peraturan Kapolri No. Pol 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tanggal 6 Juli 2007 RPK diganti nama menjadi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA). Perubahan ini bertujuan dalam melakukan penanganan perkara yang berhubungan dengan perempuan dan anak-anak dapat ditangani lebih optimal dan juga perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak dapat terpenuhi.
“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Unit PPA menyelenggarakan fungsi: 
a. Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum; 
b. Penyelenggaraan pelayanan tindak pidana; 
c. Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait”. 

Lingkup tugas Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) meliputi tindak pidana terhadap perempuan dana anak, yaitu : 

a. Perdagangan orang (human trafficking) 

b. Perjudian dan prostitusi (vice) 

c. Pornografi dan pornoaksi 

d. Penyelundupan manusia (people smuggling) 

e. Kekerasan (secara umum maupun rumah tangga) 

f. Susila (perkosaan, pelecehan, cabul) 

g. Adopsi ilegal 

h. Perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman serta kasus-kasus lain yang dimana pelakunya adalah perempuan dan anak

i. Pencucian uang (money laundering) dari hasil kejahatan tersebut di atas 

j. Masalah perlindungan anak (sebagai korban/tersangka) 

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak terdiri dari unsur pimpinan berupa Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Kanit PPA) dan unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana berupa Perwira Unit Perlindungan (Panit Lindung) serta Perwira Penyidik (Panit Idik), yang semua anggotanya terdiri dari perempuan. Hal ini disebapkan banyak perempuan telah menjadi korban sehingga merasa malu untuk memberikan keterangan tentang tindakan yang dialaminya. Adapun hal yang akan disampaikan oleh korban itu bersifat privasi. Selain itu, muslimah yang tidak mau dilakukan pemeriksaan atau penggeledahan oleh polisi laki-laki, sehingga petugas pada ruang perlindungan perempuan dan anak terdiri dari para perempuan.
Dalam hal Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) mepunyai tugas dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakkan hukum terhadap pelakunya, dilaksanakan di Ruang Pelayanan khusus, baik antar satuan organisasi dilingkungan Polri maupun lembaga pemerintah, non pemerintah dan pihak lainnya dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakkan hukum terhadap pelakunya, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) berpedoman pada ketentuan yang berlaku di lingkungan Polri.
Pengertian Perempuan dan Anak
Budi Munawar Rachman tentang wanita sebagai berikut:

“Penjelasan tentang wanita pada masa lalu berkisar pada penggambaran kecantikan fisik dan moral saja, kemudian setelah itu akan dikatakan bahwa tugas perempuan adalah melahirkan anak, memasak dan berdandan. Oleh karena itu perempuan dianggap sebagai anggota keluarga yang hanya mengurus urusan belakang, tidak boleh tampil di depan. Seberapa banyak uang yang didapat, tidak akan pernah dianggap pencari nafkah.” 
 Dalam hukum kita terdapat pluralisme mengenai pengertian anak. Hal ini adalah sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai peraturan anak itu sendiri. Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai objek hukum. Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian “anak” menurut hukum positif di Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali.

a. Pengertian Anak Berdasarkan Undang-Undang no.11 Tahun 2012 Pasal 1 ayat 2 
“Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.” 

b. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang–Undang Perkawinan

“Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapat izin kedua orang tua. Dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa anak adalah orang belum mencapai umur 21 tahun dan belum menikah”. 

c. Pengertian Anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, “anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”. 

Pengertian Anak menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak.
Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah delapan belas tahun kecuali berdasarkan undang-undang lain yang berlaku bagi anak-anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”. 

Perlindungan Hukum Dalam Hukum Pidana
Pengertian Perlindungan Hukum
Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT pada Pasal 1 ayat (4) sebagai berikut :
"Perlindungan hukum merupakan upaya untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, kepolisian, lembaga sosial, Kejaksaan, pengadilan, atau pihak Lainnya, baik yang bersifat sementara maupun berdasarkan penetapan dari pengadilan.” 

Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum
Barda Nawawi Arief mengatakan dalam bukunya yang berjudul Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana bahwa:

“Hukum preventif dan perlindungan hukum represif merupakan hukum pidana sebagai hukum yang dibuat untuk mengatur ketertiban dalam masyarakat. Kedua bentuk perlindungan hukum tersebut dalam persfektif hukum pidana pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Adanya keterkaitan antara bentuk perlindungan hukum dengan kebijakan kriminal. Untuk menegakkan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari peran negara sebagai institusi yang kewenangannya dapat mengaktifkan penegakan hukum pidana dalam masyarakat”. 

1. Perlindungan Hukum dalam KUHP
Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa:

“Perlindungan korban dalam hukum pidana positif di Indonesia lebih banyak merupakan perlindungan abstrak dalam arti perlindungan tidak langsung. Adanya perumusan tindak pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dapat dikatakan telah ada perlindungan in abstracto secara tidak langsung terhadap kepentingan dan hak asasi korban tindak pidana. Dikatakan demikian oleh karena tindak pidana menurut hukum pidana positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang kepentingan seseorang (korban), secara pribadi dan konkret, akan tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran norma atau tertib hukum in absracto. Akibatnya perlindungan korban juga tidak secara langsung dan in concreto, tetapi hanya in abstracto. Dengan demikian dapat dikatakan sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidananya tidak secara langsung dan konkret tertuju pada perlindungan korban, hanyalah perlindungan secara tidak langsung dan abstrak”.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam bahasa Inggris, kekerasan diistilahkan dengan Violence. Secara etimologi, violence merupakan gabungan dari vis yang berarti daya atau kekuatan dan latus yang berasal dari kata ferre yang berarti membawa merupakan pengertian dari Maidin Gultom. 

Kekerasan tidak hanya berupa kekerasan fisik atau kekerasan yang langsung dirasakan ke tubuh akibatnya, namun kekerasan dapat pula berupa kekerasan non fisik yaitu berupa tindakan yang akibat dari perbuatan tersebut dapat dirasakan langsung oleh korban dari dalam dirinya. Kekerasan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun, seperti kekerasan yang terjadi dilingkup rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan kekerasan atau perbuatan tindak pidana yang dilakuakan oleh anggota keluarga, yang oleh perbuatannya tersebut dilarang dan dapat diberi hukuman.

Keluarga menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa:

“Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, orang yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/atau Korban.”

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga diatur pula dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menyatakan:

“Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis, seksual, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

2. Jenis-Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga adalah:

a. kekerasan seksual “Kekerasan seksual adalah kejahatan yang dilakukan dalam berhubungan seksual yang dilakukan secara dipaksa terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu”.

b. Kekerasan fisik “Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat”.

c. Penelantaran rumah tangga 
· “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. 

· Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut”.

d. Kekerasan psikis 
“Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.” 

Upaya Penanggulangan Kejahatan
Cara untuk mengatasi kejahatan mempunyai dua cara dalam hal penggunaan sarana yaitu melalui sarana system peradilan pidana(penal)/Tindakan represif yaitu upaya setelah terjadinya kejahatan dan sarana (non penal)/Tindakan preventif yaitu mencegah sebelum terjadinya kejahatan. Perbedaan keduanya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Upaya Preventif
Sebuah tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang merupakan sebuah upaya preventif. 
2. Upaya Represif

Sebuah tindakan pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran atau peristiwa buruk merupakan upaya represif. Dengan kata lain tindakan dilakukan setelah peristiwa terjadi misalnya pelanggaran. Tindakan represif dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara:
a. Koersif ialah bentuk pengendalian sosial yang sifatnya keras dan tegas. Dengan kata lain, tindakan yang dilakukan untuk mengendalikan sosial ialah dengan cara kekerasan dan memberikan sanksi tegas. Berikut ialah beberapa contoh tindakan koersif:
· Polisi lalu lintas memberikan surat tilang kepada pengendara yang melanggar aturan. 

· Guru memberikan hukuman kepada murid yang tidak mengerjakan tugasnya.
Tindakan persuasif adalah bentuk pengendalian sosial yang dilakukan dengan cara membujuk atau mengarahkan individu atau masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan norma yang berlaku. Hal ini dilakukan dengan cara sosialisasi dan pengarahan. Berikut ini beberapa contoh tindakan persuasif:
· Himbauan dan arahan dari pemerintah agar masyarakat menjaga kebersihan lingkungan melalui media Televisi, Internet atau spanduk. 

· Nasehat seorang guru kepada para muridnya untuk belajar dengan giat dan mengerjakan tugas agar bisa mengerjakan ujian.
PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

a. Faktor penghambat keberhasilan mediasi dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut: 
· Tingkat pedidikan yang rendah salah satu faktor penghambat keberhasilan mediasi. 

· Tekad yang bulat ingin bercerai tanpa memikirkan dampak negatifnya untuk kedepan. 

· Sering terjadi salah satu pasangan suami istri tidak datang untuk menghadiri mediasi.

· Tidak ada dukungan dari pihak keluarga laki-laki atapun perempuan. 

b. Faktor pendukung keberhasilan mediasi dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah antara lain: 

· Adanya keterbukaan antara kedua belah pihak tentang kondisi rumah tangga yang mereka hadapi. 

· Peran kedua orang tua dari pasangan suami istri yang ikut berperan dalam menjalani mediasi. 

· Adanya kesepakatan dari pasangan suami istri untuk melakukan dimediasikan . 

· Iktikad baik para pihak, baik dari istri atapun suami untuk sama-sama mencari jalan keluar dalam hubungan rumah tangga mereka.
Implementasi mediasi penanganan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah dialakukan secara dialog antara korban dan pelaku, untuk menceritkakan suatu permasalahan dalam rumah tangga kepada Istansi P2TP2A dan juga di hadiri saksi baik dari pihak perempuan ataupun laki-laki. Implementasi penangana kasus kekerasan dalam rumah tangga di unit Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sudah berjalan dengan lancar dengan baik meskipun ada kendala-kendala lain, namun bisa diatasai dan ditangani dengan baik.
DAFTAR PUSTAKA

Annisa opm, a. I. (2021). Peranan unit pelayanan perempuan dan anak dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar) (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
Collier,Rohan. 1998. Pelecehan seksual. Yogyakarta : Tiara Wacana. 

Fermana, Surya. 2009. Kebijakan Publik Sebuah Tinjauan Filosofis. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. Hadi, Sutrisno. 2002. Metodologi Research (jilid 2). Yogyakarta: PT. Grafindo 

Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis. Jogjakarta:Gaya Media.

Kusumawati, S., Manar, D. G., & Kushandajani, K. (2015). Peran Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak Dalam Pendampingan Anak-Anak Korban Kekerasan Seksual Bermasalah Sosial Di Kabupaten Wonogiri. Journal of Politic and Government Studies, 5(4), 381-390.

Lihat, hak-hak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, Jakarta: Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Jakarta, 2009.

Sihombing, H. V. (2020). Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) dalam Penegakan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum berdasarkan Prinsip Restorative Justice (Studi Unit PPA Polres Tanah Karo).
Suriandi, S. (2018). Peran pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga (kdrt) di kota Palangka Raya (Doctoral dissertation, IAIN Palangka Raya).
Website: 
Layarwanita.blogspot.com/2013/02/dinamika-psikologis-kekerasan-seksual.html?m=1 Diakses pada tanggal 20 Desember 2021, pukul 20.59 WIB

Geraldinyesi.blogspot.com/2012/06/karya-ilmiah-tentang-kekerasan-terhadap.html?m=1 Diakses tanggal 22 Desember 2021, jam 18.14 WIB

https://panduperdana4694.wordpress.com/2012/11/21/kekerasan-terhadap-anak.html Diakses pada tanggal 20 Desember 2021, pukul 13.17 WIB
http://akuiseng.blogspot.com/2009/07/kekerasan-pada-anak.html Diakses pada tanggal 20 Desember 2021, pukul 14.31 WIB

https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia Diakses pada tanggal 21 Desember 2021, pukul 20.19 WIB
https://tribratareskolaka.com/profil/detail/146/unit-pelayanan-perempuan-dan-anak Diakses pada tanggal 22 Desember 2021, pukul 19.22 WIB

� Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 B ayat (1)


� Aroma Elmina Martha, 2012, Perempuan & Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia, UII Press, Yogyakarta, hlm.52-53.


� Anna Marie Wattie, Kekerasan Terhadap Perempuan di Ruang Publik; Fakta, Penanganan dan Rekomendasi, Yogyakarta: PPK dan Ford Foundation, 2002, hlm. 4.


� Tri Ariany, 2013, Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak Oleh Orang Tua Dalam Rumah Tangga Di Tinjau Dari Kriminologi Di Kota Pontianak, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura, hlm 13.


� Rena Yulia, 2013, Viktimologi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Graha Ilmu, Bandung, hlm. 4.


� Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat 2, Hlm 2.


� Loekman Soetrisno, “ KEMISKINAN, PEREMPUAN & PEMBERDAYAAN”, ( Yogyakarta: Kanisius 1997 ) hlm 118.


� Salim, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013, h. 262


� Ibid., h.262


� Ibid., h. 264.


� Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.


� Dwika, “Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum”, http://hukum.kompasiana.com.diakses pada 04 Agustus 2017.


� Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, Hukum Pidana .Pustaka Pena Press. Makassar, hlm 96.


� Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan ke-8, Rineka Cipta, Jakarta hlm. 155.


� Adami Chazawi, Op Cit, hlm. 72.


� Moeljatno, Op Cit, hlm. 61.


� Amir Ilyas, Op Cit, hlm.22


� Moeljatno, Op.Cit, hlm. 64.


� Andi Sofyan,dan Nur Azisa, Op Cit, hlm 100


� Ibid, hlm. 82.


� Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 5 ayat (1)


� Ibid, Pasal 14.


� Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal ayat (1).


� Ibid, Pasal 2.


� Ibid, Pasal 4.


� Budi Munawar Rachman, 1996, Rekonstruksi Fiqh Perempuan dalam Peradaban Masyaraakat Modern, Cetakan. 1, Ababil, Yogyakarta, hlm. 47-48.


� Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, Dasar Hukum Perlindungan Anak, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, hlm. 5.


� Undang-Undang no.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 ayat 2.


� Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang–Undang Perkawinan, Pasal 6 ayat 2.


� Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 angka 5.


� Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak.


� Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1 ayat (4).


� Barda Nawawi Arief, 1998, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 73.


� bid, hlm. 79.


� Maidin Gultom, 2014, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 14.


� Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Pasal 1 angka 7


� Ibid, Pasal 1 angka 1


� Ibid, Pasal 8.


� Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 6.


� Ibid, Pasal 9.


� 5 Ibid, Pasal 7.





21

